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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penegakkan hukum adalah suatu proses, untuk mewujudkan 

keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati 

oleh masyrakat. Tiap-tiap individu dalam masyrakat tidak selalu dengan 

suka rela menaati peraturan-peraturan hukum, kadang-kadang harus 

dengan cara didisiplinkan baru individu tersebut mau menaati peraturan 

hukum.1 

Untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat 

diperlukan suatu organ yang disebut polisi. Ketaatan manusia terhadap 

hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan masalah lama, 

sejak hukum dan peraturan perundang-undangan dipergunakan dalam 

kehidupan bersama. Masalah ini menghendaki juga para penegak hukum 

sendiri, yang di luar pengawasan ada kalanya mengabaikan apa yang 

harus ia taati.2 

Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya 

penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan 

dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh 

                                                
1  D.P.M Sitompul dan Edward Syahperenong, 1985. Hukum Kepolisian di Indonesia,  

Tarsito., Bandung, hlm. 24 
2
  Ibid, hal. 25 
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Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan 

Polri) selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

Berangkat dari pemikiran bahwa “kejahatan adalah produk dari 

masyarakat dan institusi polisi ada karena kebutuhan masyarakat”, namun 

disisi lain kepercayaan masyarakat terhadap Polri masih rendah bahkan 

ketakutan masyarakat pada sosok keberadaan anggota Polri masih tinggi, 

akibat streotip yang melekat pada Polri pada masa lampau, yang 

cenderung menonjolkan kekerasan dan kekuasaan dari pada tindakan 

kepolisian yang berlandaskan aturan hukum dan menghargai hak asasi 

manusia. 

Pada dasarnya sikap dari anggota polisi yang bertugas di lapangan 

sangat menentukan, dan sebagai cermin bagi citra kepolisian dalam 

mewujudkan idaman polisi yang dicintai oleh masyarakat. Tindakan 

oknum-oknum polisi yang terlibat dalam berbagai kasus pidana seperti 

pencurian, pembunuhan, pemerasan, perkosaan yang telah dimuat dalam 

berbagai macam surat kabar merupakan luka pedih yang menurunkan 

citra keharuman kepolisian.3 

Ketaatan terhadap hukum termasuk hukum tidak tertulis haruslah 

diartikan ketaatan terhadap sumber-sumber hukum, terutama sumber 

hukum dari segala sumber, ialah Pancasila. Ini berarti bahwa anggota 

                                                
3
 Ibid, hal. 30. 
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Polri dalam tingkah lakunya harus melaksanakan butir-butir kelima silla 

daripada Pancasila, di dalam maupun di luar kedinasan.4 

Usaha mentaatkan diri terhadap hukum dan peraturan perundang-

undangan pada dasarnya merupakan soal hubungan atasan dan bawahan 

Siapakah atasan dan siapakah bawahan tidak ditemukan rumusannya 

dalam Undang-undang, barangkali sudah dianggap diketahui umum. 

Adapun usaha membina dan memelihara disiplin bawahan dilakukan 

dengan berbagai cara yang meliputi bidang-bidang pendidikan formal 

maupun non formal, pelaksanaan hukum dan pengendalian (administratif, 

mental dan spiritual). 

Tindakan-tindakan atasan dalam hal ini bersifat memperingatkan 

akan kewajiban-kewajiban, memberi perintah pelaksanaan, bila perlu 

disertai dengan ancaman hukuman disiplin dan akhirnya penjatuhan 

hukuman terhadap si pelanggar disiplin. 

Sebagai suatu institusi penegak hukum, kepolisian dituntut untuk 

profesional dalam melaksanakan tugasnya, di samping itu mereka juga 

harus memiliki komitmen dan disiplin yang kuat agar terhindar dari 

perilaku tercela yang dapat penjatuhan wibawa dan martabat institusi 

tersebut. 

Sering terjadi fenomena dalam institusi kepolisian, bahwa seorang 

anggota Polri yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom 

masyarakat justru melakukan perbuatan tercela dan melanggar ketentuan 

                                                
4
 Ibid, hal. 50. 
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hukum yang berlaku. Tidak jarang terdapat anggota Polri yang bertindak 

melawan hukum dan tidak mengindahkan norma agama, kesopanan, 

kesusilaan, serta tidak menghargai hak-hak asasi manusia 

Penegakkan disiplin anggota Polri dengan sistem pemberian sanksi 

sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, 

Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian 

Anggota Polri dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia No.Pol. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri serta 

Surat Keputusan No.Pol. Skep/993/XII/2004 tentang Pedoman 

Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri, mengatur manakala aparat 

melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Polri tersebut dan 

peraturan perundang-undangan serta kebijakan lainnya yang berlaku 

dilingkungan kepolisian. 

Penegakkan kode etik profesi yang ada, tegas dan transparan perlu 

dilakukan sehingga keberadaan Polri yang dipercaya oleh masyarakat 

sebagai penanggungjawab keamanan dalam negeri dapat terwujud. 

Ketentuan umum dari Pasal 1 angka (2) Peraturan Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 7 Tahun 2006 bahwa 

Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang 

merupakan kesatuan landasan etik atau filosofi dengan peraturan perilaku 

maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak 

patut dilakukan oleh anggota Polri. 
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Dalam melaksanakan tugas memberi perlindungan dan pelayanan 

kepada masyarakat, anggota Polri harus mengetahui perkembangan 

Undang-undang yang berlaku dan memahami liku-liku hukum pidana, 

disamping hukum-hukum lain yang ada kaitannya dengan tugas Polri. Ia 

harus menaati hukum, menghargai hukum, menegakkan hukum demi 

kebenaran dan keadilan melalui pembuktian-pembuktian yang sah. 

Seorang anggota Polri apabila melakukan tugas melampaui batas 

wewenang yang diberikan kepadanya walaupun tidak merugikan siapapun 

tetapi melanggar ketentuan dinas, dapat dikenakan sanksi. Setiap 

perbuatan tugas polisi yang melanggar ketentuan perintah dinas atau 

peraturan dinas, dianggap melanggar ketentuan disiplin dan oleh 

karenanya dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin.5 

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 

2002 menetapkan bahwa anggota Polri dapat diberhentikan dengan 

hormat atau tidak dengan hormat. Pasal 1 angka (4) Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 bahwa pemberhentian dengan hormat 

adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang 

terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnnya dalam Pasal 

1 angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dinyatakan 

bahwa pemberhentian tidak dengan hormat adalah pengakhiran masa 

                                                
5
  Ibid, hal. 32-33. 
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dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota 

Polri karena sebab-sebab tertentu. 

Sebutan dengan hormat atau tidak dengan hormat pada 

pemberhentian kepolisian ditetapkan dengan memperhatikan alasan-

alasan yang dijadikan dasar pemberhentiannya. Di samping itu masih 

dimungkinkan pejabat yang berwenang berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan yang objektif, dalam  menyelesaikan sesuatu masalah 

dapat menetapkan apakah anggota kepolisian yang bersangkutan 

diberhentikan dengan hormat, atau diberhentikan tidak dengan hormat.  

Dalam hal pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dapat memilih salah satu kemungkinan menentukan 

sebutan dengan hormat, atau sebutan tidak dengan hormat pada 

pemberhentian anggota kepolisan, harus mempertimbangkan secara 

cermat, teliti, demi menegakkan keadilan, karena keputusannya itu 

merupakan kunci bagi penentuan nasib selanjutnya bagi bekas anggota 

kepolisian yang bersangkutan. Anggota kepolisian yang diberhentikan 

dengan hormat dapat memperoleh hak pensiun atau dapat diangkat 

kembali sebagai pegawai negeri apabila memenuhi syarat-syarat lain 

yang diperlukan, sedangkan anggota kepolisian yang diberhentikan tidak 

dengan hormat tertutup kemungkinan untuk memperoleh hak pensiun 
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atau untuk diangkat kembali sebagai pegawai negeri sekalipun memenuhi 

syarat-syarat lain yang diperlukan.6 

Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 

menentukan bahwa anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari 

dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat 

dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas. Dalam keputusan Hakim 

Pidana (sebagai suatu hukuman tambahan) dapat ditetapkan bahwa 

seseorang tidak boleh memangku Jabatan Negeri, dalam hal seorang 

pegawai yang dijatuhi hukuman karena telah melakukan suatu 

pelanggaran jabatan atau pelanggaran lain.  

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)  

No. Pol : Skep/993/XII/2004, tanggal 24 Desember 2004, halaman 33 

point b angka 4 menyatakan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat 

dari dinas Polri, Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kepala 

Kepolisian Daerah (Kapolda) untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu 

(Aiptu) kebawah di tingkat kewilayahan. 

 Ketentuan peraturan dan Undang-undang tersebut di atas sudah 

seharusnya dipedomani oleh Pejabat Tata Usaha Negara, khususnya 

Kapolda dalam menetapkan suatu putusan khususnya mengenai 

pemberhentian anggota kepolisian. 

                                                
6
 Sadtra Djatmika dan Marsono, 1995, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Djambitan, 
Jakarta, hlm. 223. 
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Dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL), 

Kapolda sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dituntut mampu senantiasa 

mendasarkan keputusannya pada asas kecermatan, asas proporsionalitas 

atau keseimbangan, asas profesionalitas, asas persamaan, asas 

kepastian hukum, asas larangan sewenang-wenang, dan lainnya. 

Dalam pelaksanaan peraturan Kapolri tersebut di atas, muncul 

sebuah permasalahan ketika terbitnya Surat Keputusan Kapolda Sulawesi 

Selatan tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri. 

Permasalahan yang terjadi adalah adanya gugatan melalui Pengadilan 

Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar dari pihak yang diberhentikan tidak 

dengan hormat dari dinas Polri atas nama Syam Arif Sunardi jabatan 

Bintara Taud Polres Bone yang menggugat Surat Keputusan Kapolda 

Sulawesi Selatan No. Pol. : Skep/60/II/2009, tanggal 3 Februari 2009. 

Syam Arif Sunardi mengajukan gugatan yang pada pokoknya 

mempersoalkan dan sekaligus meminta penundaan pelaksanan surat 

keputusan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Kapolda Sulawesi 

Selatan karena dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. 

Selanjutnya bahwa dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha 

Negara, hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara juga dituntut mampu 

menerapkan prinsip AAUPL dalam mengambil pertimbangan-

pertimbangan hukum dan sekaligus menetapkan putusan Tata Usaha 

Negara terutama berdasarkan asas kecermatan, proposionalitas, 
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profesionalitas, asas tidak menyebabkan putusan batal, dan asas keadilan 

atau fair play (permainan yang layak) sebagaimana diatur dalam Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.  

Kewenangan pejabat administrasi atau Tata Usaha Negara dalam 

menetapkan keputusan khususnya mengenai pemberhentian anggota 

Polri menarik untuk dikaji lebih jauh, khususnya Putusan Kapolda 

Sulawesi Selatan No. Pol. : Skep/60/II/2009 tentang Pemberhentian Tidak 

Dengan Hormat dari dinas Kepolisian tertanggal 3 Februari 2009, maka 

penulis merasa perlu untuk mengkaji dan membahas lebih jauh mengenai 

pelaksanaan pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas anggota Polri 

di Kabupaten Bone. 

B.  Rumusan Masalah    

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kedudukan hukum dan pelaksanaan keputusan 

Kapolda No. Pol. : Skep/60/II/2009 tentang pemberhentian tidak 

dengan hormat dari dinas anggota kepolisian negara Republik 

Indonesia di Kabupaten Bone?. 

2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus sengketa 

Tata Usaha Negara pemberhentian tidak dengan hormat anggota 

kepolisian resor Bone Nomor Perkara 22/G.TUN/2009/P.TUN.Mks?. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui kedudukan hukum dan pelaksanaan keputusan 

Kapolda No. Pol. : Skep/60/II/2009 tentang pemberhentian tidak 

dengan hormat dari dinas anggota Polri di Kabupaten Bone. 

b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus sengketa Tata 

Usaha Negara pemberhentian tidak dengan hormat anggota kepolisian 

resor Bone Nomor Perkara 22/G.TUN/2009/P.TUN.Mksr 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik teoritis maupun praktis:  

a. Kegunaan Teoritis 

1) Menambah khazanah pengembangan ilmu hukum, khususnya 

hukum tata negara yang berkaitan dengan penegakan disiplin 

anggota Polri dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran bagi 

setiap komponen masyarakat, khususnya dalam hal 

penyelenggaraan negara. 

2) Sebagai bahan referensi bagi kalangan akademisi atau calon 

peneliti yang akan meneliti lokus serupa. 

b. Kegunaan Praktis 

Pada tataran praktis, setidaknya memberikan informasi yang 

objektif dan bahan perbandingan bagi aparat Polres Bone agar dapat 
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mengetahui proses penegakan disiplin anggota sebagai salah satu bentuk 

penegakan hukum di Indonesia. 

D.  Keaslian Penelitian 

Pembuktian keaslian penelitian ini bersumber pada pengkajian 

terhadap penelitian -penelitian yang akan dilakukan. Bukti yang dicari bisa 

saja berupa kenyataan, bahwa belum pernah ada penelitian yang 

dilakukan dalam perrnasalahan itu, atau hasil penelitian yang pernah ada 

belum mantap atau masih mengandung kesalahan dalam beberapa hal 

dan perlu diulangi.  

Dalam bagian ini, pada dasarnya, perlu penulis tunjukkan (dengan 

dasar kajian pustaka) bahwa permasalahan yang akan penulis teliti belum 

pernah diteliti sebelumnya. Tapi bila sudah pernah diteliti, maka perlu 

penulis tunjukkan bahwa teori yang ada belum mantap dan perlu diuji 

kembali. Kondisi sebaliknya juga berlaku, yaitu bila permasalahan tersebut 

sudah pernah diteliti dan teori yang ada telah dianggap mantap, maka 

penulis perlu melakukan perbandingan, yaitu : 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara; 

b. Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang 

berkaitan. 

E.   Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Bone, khususnya di 

Kepolisian Resor Bone dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. 
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Pada instansi tersebut penulis bisa mendapatkan data yang akurat karena 

merupakan tempat yang paling banyak berperan dalam melakukan suatu 

proses penanganan pemberhentian tidak dengan hormat oleh anggota 

Polres Bone. 

2. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dengan 

pelaksanaan penegakan disiplin aparat kepolisian. Adapun penentuan 

sample dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive 

sampling, dimana sample dipilih secara sengaja yang terdiri dari: 

a. Unsur aparat Polres Bone sebanyak 8 (delapan) orang;  

b. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebanyak 2 (dua) 

orang. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah: 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 

responden melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan 

dengan pembahasan penelitian ini. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari 

dan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, peraturan 

pemerintah serta dokumen-dokumen yang terhimpun di Kepolisian 

Resor Bone dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam melakukan 

penelitian, penulis menggunakan dua teknik penelitian, dengan cara: 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi 

yang diperlukan dengan memperlajari dan menelaah buku-buku, 

peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah serta dokumen-

dokumen yang terhimpun di Kepolisian Resor Bone dan Pengadilan 

Tata Usaha Negara Makassar yang ada kaitannya dengan topik yang 

dibahas dalam skripsi ini. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research)  

Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara 

pengamatan langsung ke objek penelitian serta wawancara langsung 

dengan pihak yang berkompoten di Kantor Polres Bone, Pengadilan 

Tata Usaha Negara Makassar. 

5. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik data primer maupun 

data sekunder dianalisa secara kualitatif kemudian disajikan secara 

deskriptif yaitu dengan menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan 

permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA 

 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Kedudukan Hukum Anggota Kepolisian Republik Indonesia 

Mencermati  hukum positif di Indonesia minimal ada empat 

instrument hukum yang mengatur tentang kedudukan polri, yakni 

Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, Keputusan Presiden No. 89 Tahun 

2000 dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, serta Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tentang 

Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

1. Menurut Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 

Di dalam Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran 

Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik 

Indonesia ada lima pasal yang mengatur tentang kepolisian, yakni 

dirumuskan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10. 

Substansi rumusan pasal-pasal tersebut di atas, antara lain: Pasal 

6 mengatur tentang Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; Pasal 7 

mengatur tentang Susunan dan kedudukan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia; Pasal 8 mengatur tentang lembaga kepolisian nasional; Pasal 

9 mengatur tentang Tugas Bantuan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia; Pasal 10 mengatur tentang Keikutsertaan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Negara. 
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Berkaitan dengan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tersebut 

kedudukan kepolisian di atur dalam Pasal 7 Ayat (2) yang substansinya, 

bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden”. 

Hal dimaksud dapat dimaknai, bahwa presiden secara kelembagaan 

membawahi kepolisian dan penyelenggaraan tugas dan wewenang 

kepolisian dipertanggungjawabkan kepada Presiden. Substansi dari Pasal 

7 Ayat (2) dimaksud jika dicermati merupakan penetapan yang 

menguatkan Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena sebelum dikeluarkannya 

Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tersebut telah dikeluarkan 

Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000 yang substansinya mengatur 

tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

2. Menurut Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000  

Di dalam keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000, kedudukan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) 

yang menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia 

berkedudukan langsung di bawah Presiden”, Ayat (2) menyebutkan 

bahwa “Kepolisian Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian 

Republik Indonesia yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab 

langsung kepada Presiden”. 

Ada perbedaan yang mendasar substansi Pasal 2 Ayat (1) 

Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000 dan substansi Pasal 7 Ayat (2) 

Tap MPR RI No. VII/MPR/2000. Di dalam Keputusan Presiden No. 89 
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Tahun 2000 terdapat kata-kata “berkedudukan langsung di bawah 

Presiden”, sedangkan dalam Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tertulis 

“berkedudukan di bawah Presiden”. Letak perbedaannya yakni adanya 

kata-kata “langsung”. 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia kata “di bawah” mengandung 

arti di tempat (arah, sebelah dsb) yang lebih rendah. Di dalam suatu 

organisasi, bahwa pengertian di bawah memiliki makna subordinate, 

artinya di dalam kekuasaannya, sehingga yang lebih rendah tidak boleh 

melampaui kewenangan yang lebih tinggi dan yang lebih tinggi berwenang 

untuk mengatur dan memerintah yang rendah.  

Menurut Philipus M. Hadjon pengertian kedudukan adalah 

pertama; kedudukan diartikan sebagai posisi suatu lembaga negara 

dibandingkan dengan lembaga lain, kedua; kedudukan adalah posisi 

suatu lembaga negara didasarkan pada fungsi utamanya.7 

Beranjak dari pengertian di atas, kedudukan di bawah mengandung 

arti berada pada posisi yang lebih rendah, yang apabila dikaitkan dengan 

suatu kedudukan lembaga bahwa kekuasaan (tugas dan wewenang) 

lembaga yang ada di atasnya yang secara struktural harus tunduk kepada 

yang lebih atas. 

 

                                                
7 Sadjiono, 2008. Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance, Penerbit 

Laksbang Mediatama: Jakarta, hlm. 338. 
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Dengan demikian konteks kedudukan kepolisian di bawah Presiden 

dapat dimaknai, bahwa polisi lembaga kepolisian berada lebih rendah dari 

Presiden atau dalam kekuasaan Presiden, maksudnya lembaga kepolisian 

tunduk kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan. Tugas dan 

wewenang yang melekat pada lembaga kepolisian merupakan tugas dan 

wewenang Presiden yang didelegasikan kepada lembaga kepolisian, 

sehingga secara organisasi lembaga kepolisian bertangggungjawab 

kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan. Kepolisian yang dimaksud 

disini adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga 

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

3. Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2002 

Keluarnya Undang-undang No. 2 Tahun 2002 ini sebagai amanat 

dan tindak lanjut Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 dan Pasal 30 Ayat 

(5) Undang-undang Dasar 1945. Di dalam Pasal 11 Tap MPR RI No. 

VII/MPR/2000 diamanatkan, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam ketetapan ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang, dan Pasal 

30 Ayat (5) UUD 1945 mengamanatkan bahwa susunan dan kedudukan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih lanjut diatur dalam undang-

undang. 

Konsekuensi logis dari substansi Pasal 11 Tap MPR RI No. 

VII/MPR/2000 dan Pasal 30 Ayat (5) UUD 1945 tersebut ditetapkan 

dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, dimana dalam Undang-undang dimaksud dirumuskan 
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tentang kedudukan kepolisian khususnya dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-

undang No. 2 Tahun 2002 yang substansinya bahwa “Kepolisian Negara 

Republik Indonesia berada di bawah Presiden”. 

Hal-hal mendasar berkaitan kedudukan kepolisian di bawah 

Presiden berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 dapat dicermati, 

sebagai berikut: 

a) Presiden mengatur susunan organisasi dan tata kerja kepolisian 

disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian; 

b) Presiden menerima pertanggungjawaban tugas kepolisian yang 

dilaksanakan oleh Kapolri; 

c) Presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan Kapolri 

dengan persetujuan Presiden; 

d) Dalam keadaan mendesak Presiden dapat memberhentikan 

sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana Kapolri dan 

selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; 

e) Presiden berwenang mengatur tata cara pengusulan dan 

pengangkatan Kaporli; 

f) Selain Presiden membawahi kepolisian juga membawahi Komisi 

Kepolisian Nasional yang dibentuk oleh Presiden. 

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas dapat dipahami 

bahwa kedudukan kepolisian langsung di bawahi presiden dan tugas-

tugas kepolisian dipertanggungjawabkan langsung kepada Presiden. 

Disini tampak jelas Presiden memegang kekuasaan kepolisian secara 
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langsung yang dalam pelaksanaannya sehari-hari didelegasikan kepada 

Kepala Kepolisian (Kapolri). 

4. Menurut Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 

Secara umum Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 mengatur 

tentang organisasi tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan 

tetapi dalam Pasal 1 menegaskan tentang kedudukan kepolisian yang 

substansinya bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat 

Polri merupakan Kepolisian Nasional yang berada di bawah Presiden”. 

Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 2 Tahun 2002 yang 

telah mengatur secara jelas tentang kedudukan kepolisian, maka 

kekuatan yuridis terhadap Pasal 1 Keputusan Presiden No. 70 Tahun 

2002 khususnya yang mengatur tentang kedudukan kepolisian dapat 

dimaknai sebagai pelengkap saja, karena tanpa dirumuskan Pasal 1 

dalam Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tersebut sudah cukup 

mempunyai kekuatan hukum, kecuali yang berkaitan dengan organisasi 

dan tata kerja kepolisian. 

2. Penegakan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia  

a. Dasar Hukum 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, visi Polri 

adalah “Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan 

masyarakat, serta sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan 

proporsional yang selalu menjunjung tinggi hak azasi manusia, 
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pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mewujudkan 

keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis 

dan masyarakat yang sejahetera”. Sedangkan misi Polri adalah: 

1. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat; 

2. Memberi bimbingan pada masyarakat untuk meningkatkan 

kesadaran dan kekuatan hukum pada masyarakat; 

3. Menegakkan hukum secara profesional dan proposional dengan 

menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia kepada 

adanya kepastian hukum dan rasa keadilan; 

4. Memelihara keamanan dan kertiban masyarakat dengan tetap 

memperlihatkan norma-norma dan nilai yang berlaku dalam 

integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Adapun dasar hukum penegakan disiplin anggota kepolisian 

Republik Indonesia adalah: 

1. Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2003 tentang 

Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: 7 

Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik 

Indonesia; 

3. Surat Keputusan No.Pol: Skep/993/XII/2004 tentang Pedoman 

Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dan Lampirannya. 
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  Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 19 ayat (1) 

menyebutkan : “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat 

Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan 

norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, 

serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”.  

  Jika norma-norma dihubungkan dengan masalah tugas polisi, maka 

sudah semestinya kalau setiap anggota polisi mengetahui tentang 

norma-norma yang menyangkut kepercayaan, adat istiadat, norma 

keagamaan, si lingkungan masyarakat anggota polisi itu bertugas. 

Apabila seoang polisi tidak mengetahui norma-norma yang berkembang 

di daerah tempat ia bertugas, dimungkinkan tindakan polisi untuk 

menangkap tersangka malahan mendapat perlawanan atau tidak 

mencapai bantuan dari masyarakat.8 

Norma-norma hukum dianggap begitu penting bagi pertumbuhan 

masyarakat, sehingga perlu diatur dalam perundang-undangan untuk 

dapat dipertahankan oleh aparat negara tanpa dilihat apakah pelanggaran 

terhadapnya meresahkan masyarakat ataukah tidak. 

Kedudukan polisi sebagai aparatur negara yang bertugas 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil 

dan merata, maka pembinaan polisi dalam penyelenggaraan tugasnya 

perlu diperhatikan sehingga dapat memacu kinerja dari anggota kepolisian 

yang bersangkutan. 

                                                
8
   D.P.M Sitompul dan Edward Syahperenong, 1985. Hukum Kepolisian di Indonesia, 
Tarsito., Bandung, hlm. 116. 



 22

Sistem penilaian kinerja memiliki peranan utama dalam organisasi 

untuk meningkatkan sikap serta pelaksanaan kerja yang positif dalam 

mencapai efektifitas aparat. Agar penilaian kinerja dapat diterapkan 

secara efektif dalam organisasi maka dalam merencanakan sistem 

penilaian kinerja harus mengetahui sasaran dan tujuan, mengidentifikasi 

kinerja, mengukur dan mengevaluasi kinerja memberi umpan balik 

terhadap kinerja individu dan organisasi.9 

Tindakan korektif yang tegas terhadap anggota kepolisian yang 

melanggar norma hukum dan norma kesusilaan sangat diperlukan dalam 

rangka mencapai pelaksanaan pembangunan nasional. Diperlukan 

adanya polisi sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi 

masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila, dan 

Undang-undang Dasar 1945, negara dan pemerintah serta yang 

bersatupadu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, bermutu 

tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas 

pemerintahan dan pembangunan.10 

b. Kedudukan Kode Etik sebagai Instrumen Penegakan Disiplin 

Etika kepolisian merupakan serangkaian norma atau aturan yang 

ditetapkan untuk membimbing polisi dalam menentukan, apakah tingkah 

laku pribadinya benar atau salah. Dengan memahami pengertian dasar 

etika  kepolisian yang menjadi akar pedoman yang menopang bentuk 

                                                
9  Siagian, 2003. Kebijakan dan Pengawasan dalam Pembangunan, Prisma No.3 , April 

2003, hlm.  257. 
10

 Sadjiono, 2008. Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance, Penerbit 
Laksbang Mediatama: Jakarta, hlm. 127. 
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perilaku ideal yang kokoh dari polisi dalam melaksanakan pengabdianya, 

maka akan membuat mereka teguh dalam pendirianya, sehingga mereka 

dapat mengambil sikap yang tepat dalam setiap tindakannya, dimana 

sikap itu berpangkal dari integritas yang tinggi dalam sanubari dan hati 

nuraninnya. Itulah dasar moralitas etika kepolisian yang bersifat hakiki.11 

Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 2 Peraturan Kapolri No.Pol. : 

7 Tahun 2006 menyatakan Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma 

atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis 

dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang 

diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. 

Ruang lingkup pengaturan Kode Etik Profesi tertera dalam Pasal 2 

Peraturan Kapolri No.Pol. : 7 Tahun 2006, mencakup : a. Etika 

Kepribadian; b.  Etika Kenegaraan; c.  Etika Kelembagaan; dan d. Etika 

dalam hubungan dengan masyarakat. 

Etika kepolisian sebenarnya memperkuat hati nurani yang benar 

dan baik dari pribadi seorang polisi, sehingga seorang polisi bisa 

merasakan bahwa hidup dan pengabdianya dan tingkah lakunya berguna 

bagi masyarakat dan dengan adanya etika kepolisian dapat mengangkat 

martabat kepolisian di dalam masyarakat jika dilaksanakan dengan baik.12 

Tanpa memahami dasar itu seorang polisi akan mudah goyah 

dalam menghadapi problema-problema yang dijumpai dalam penugasan. 

Sikap ini akan mendorong polisi untuk berperilaku menyimpang dari etika 

                                                
11

  Momo Kelana, 1984. Hukum Kepolisian, Penerbit PTIK: Jakarta, hlm. 30. 
12

 Ibid, hal. 32 
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kepolisian yang harusnya dijunjung tinggi oleh semua polisi. Etika 

kepolisian yang di aplikasikan dengan baik dan benar akan membantu 

polisi dalam berbagai pemecahan masalah yang dihadapinya. Polisi 

secara tepat dapat menentukan apakah tindakan itu baik atau tidak baik 

dalam memgemban tugas mereka.  

Dengan adanya kode etik, pengembangan akan lebih terarah akan 

terkoordinasi, dan mendatangkan manfaat serta dukungan yang maksimal 

dari masyarakat. Semua kode etik ini intinya merupakan aturan-aturan 

yang diendapkan dari cita-cita dan kegiatan untuk mewujudkan cita-cita 

bagi Polri yang lebih maju, baik dalam diri pribadi polisi itu sendiri, 

keluarga maupun masyarakat bangsa dan negara sehingga akan tercipta 

bekal pribadi yang bertanggungjawab.13 

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 Bab III Pasal 11 

ayat (1) yaitu penegakkan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan 

dalam sidang Komisi Kode Etik Polri.  

Pengertian Komisi Kode Etik tertera pada Peraturan Kapolri Nomor 

8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri 

Pasal 1 ayat (2) yakni suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri 

bertugas memeriksa dan menyidangkan pelanggaran Kode Etik Profesi 

Polri dan pelanggran pada Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah 

Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Angota Polri. Selanjutnya 

                                                
13

 Ibid, hal. 34-35 



 25

ayat (3) menyebutkan bahwa pelanggaran Kode Etik Profesi adalah setiap 

perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan 

Kode Etik Profesi Polri. 

Untuk membina polisi diperlukan adanya peraturan disiplin yang 

memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi. Apabila kewajiban 

tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh polisi yang melakukan 

pelanggaran disiplin. Walaupun salah satu tugas polisi adalah 

menegakkan hukum bukan berarti ia kebal hukum. Polisi tetap dapat 

dihukum apabila ia melakukan kesalahan dalam melaksanakan 

tugasnya.14 Adapun tingkat hukuman disiplin menurut peraturan disiplin 

kepolisian meliputi: 

1)  Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:  
- Teguran lisan. 
- Teguran tertulis. 
- Pernyataan tidak puas secara tertulis. 

2) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari: 
- Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun. 
- Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk 

paling lama satu tahun. 
- Penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun. 

3) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari: 
- Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah 

untuk paling lama satu tahun. 
- Pembebasan dari jabatan. 
- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 

sebagai pegawai negeri sipil. 
-  Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota 

kepolisian. 
 
 

                                                
14

 Bripda Abd. Rauf, Wawancara, Polres Bone, Sulsel, 23 Maret 2010. 
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Tujuan hukuman disiplin adalah memperbaiki dan mendidik polisi 

yang melakukan pelanggaran disiplin, oleh sebab itu setiap pejabat yang 

berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama 

polisi yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut.15 

3. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) 

Istilah asas berarti dasar, prinsip, pedoman, atau pegangan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan asas-asas penyelenggaraan 

pemerintahan adalah dasar-dasar yang perlu diketahui oleh setiap orang 

dalam pelaksanaan hukum pemerintahan.  

Ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 28 Tahun 

1999, menyatakan: 

“Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang 
menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma 
hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih 
dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme”.  
 

Indroharto mengemukakan bahwa sebenarnya AAUPPL itu 

merupakan bagian dari asas-asas hukum umum yang secara khusus 

berlaku dan penting artinya bagi perbuatan-perbuatan hukum 

pemerintahan.16 

Dalam Pemerintahan Indonesia kita mengenal asas-asas yang 

telah lama dikenal dan diberlakukan baik dalam kehidupan bermasyarakat 

maupun dalam tata pemerintahan. Klasifikasi asas-asas umum 

pemerintahan yang baik dalam 13 (tiga belas) asas, yaitu : 

                                                
15 Bripka Samsul S.pdI, Wawancara, Polres Bone, Sulsel, 24 Maret 2010. 
16

 Jazim Hamidi, Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang 
Layak (AAUPL) di Lingkugan Peradilan Administrasi Negara : Upaya Menuju “Clean 
And Stable Goverment”, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999, hlm. 13.  
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1. Asas Kepastian Hukum (principle of legal security). 
 Asas kepastian hukum disebut dalam istilah Legal Of Security. Asas 

ini merupakan konsekuensi logis dari pada negara hukum, sehingga 
setiap perbuatan adalah tindakan aparatur pemerintah haruslah selalu 
didasarkan pada aturan-aturan hukum. 

2. Asas Keseimbangan (principle of proportionality). 
Asas keseimbangan dikaitkan dengan keseimbangan hak dan 
kewajiban yang pada hakikatnya menghendaki terciptanya keadilan 
menuju pada kehidupan yang damai. 

3. Asas Kesamaan Dalam Mengambil Keputusan (principle of equality).  
Asas ini konsisten dengan tuntutan Pasal 27 UUD 1945 yang 
memberikan kedudukan sama kepada semua warga negara didepan 
hukum dan pemerintahan. 

4. Asas Bertindak Cermat (principle of carefulnes). 
Asas ini menuntut ketelitian dari aparatur pemerintah didalam setiap 
kali melakukan sesuatu perbuatan. 

5. Asas Motivasi Untuk Setiap Keputusan (principle of motivation). 
Asas yang memberi dorongan untuk berbuat, bagi perbuatan aparatur 
pemerintah yang berakibat hukum. 

6. Asas Jangan Mencampur Adukkan Kewenangan (principle of non 
misuse of competence). 

 Asas ini memberi petunjuk agar pejabat pemerintah ataupun badan 
aparatur pemerintahan tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan 
wewenangnya. 

7. Asas Permainan Yang Layak (principle of fair play).  
 Asas ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat 

untuk mencari kebenaran dan keadilan sebelum aparatur pemerintah 
mengambil suatu keputusan. 

8. Asas Keadilan atau Kewajaran (principle of reasonable or prohibition 
of arbitrariness). 

 Asas ini menuntut ditegakkan aturan hukum agar tidak terjadi 
kesewenang-wenangan. 

9. Asas Menanggapi Pengharapan Yang Wajar (principle of meeting 
raised expectation). 

 Asas ini mendorong aparatur pemerintah dalam pembuatan 
hukumnya selalu memperhatikan harapan-harapan yang ditimbulkan 
oleh rakyat atau pihak yang ada dalam hubungan hukum yang tercipta 
sebagai lapangan hukum tata pemerintahan. 

10. Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan Yang Batal (principle of 
undoing the consequences of an annuled decision). 

 Asas yang menuntun aparatur pemerintah agar didalam perbuatan 
hukum yang dilakukannya ternyata dibatalkan oleh lembaga peradilan 
yang berwenang, artinya harus menerima resiko untuk 
mengembalikan hak-hak dari pihak yang dirugikan oleh perbuatannya 
dan jika mungkin keharusan adanya membanyar ganti rugi. 
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11. Asas Perlindungan Atas Pandangan (cara) Hidup Pribadi (principle of 
protecting the personal way of life). 

 Asas dimana aparatur pemerintah didalam pembuatan hukum yang 
dilakukannya haruslah melindungi pandangan hidup yang dianut 
bertentangan dengan pancasila dan aturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

12. Asas Kebijaksanaan (sapientia). 
 Asas kebijaksanaan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan 

yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap 
usaha aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan 
keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. 

13. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum (principle of public 
service).17 
Asas ini menghendaki agar dalam menjalankan tugasnya pemerintah 
selalu mengutamakan kepentingan umum. Karena negara Indonesia 
adalah negara hukum yang dinamis, yang menuntut segenap aparat 
pemerintah dalam melakukan kegiatan menuju pada penyelenggaraan 
kepentingan umum. 
 

Asas-asas yang dimaksud di atas, perlu serta harus dikembangkan, 

maka Solly Lubis sependapat dengan Koentjoro Poerbopranoto untuk 

menggunakan asas-asas tersebut di atas, sebagai pedoman dan ukuran 

bagi kita di Indonesia, yang harus disesuaikan dengan asas-asas yang 

terkandung dalam dasar filsafat negara Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945 serta hukum-hukum lainnya yang hidup di masyarakat kita, 

baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.18  

Pasal 3 Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Pemerintahan yang Bersih, Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme 

menetapkan asas-asas umum penyelenggaraan Negara dan 

penjelasannya menegaskan: 

                                                
17  S.F. Marbun dan Moh. Mahfud M.D., 1987. Pokok-Pokok Administrasi Negara,  

Liberty, Jakarta, hlm. 59-67. 
18

 Pipin Syarifin dan Jubaedah, 2005. Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Bani 
Quraisy,   Bandung, hlm. 83-84. 
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1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang 
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, 
dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. 

2. Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi 
landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam 
pengendalian penyelenggaraan Negara. 

3. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan 
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan 
selektif. 

4. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak 
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 
diskriminatif tentang penyelenggaraan negara, dan tetap 
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan 
rahasia Negara. 

5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan 
keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Negara. 

6. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang 
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

7. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap 
kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan kegiatan negara harus 
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat 
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara. 

8. Asas efisiensi dan efektifitas adalah asas yang menentukan untuk 
memperoleh efisiensi dilaksanakannya desentralisasi, yaitu pemberian 
otonomi yang luas supaya lebih efisien (berdaya guna) mengenai 
waktu dan tenaga. Sedangkan untuk mencapai efektifitas (hasil guna) 
dilakukan sentralisasi yaitu untuk keperluan ekonomi dan politik.19 

 
Dari rumusan di atas, ditemukan asas larangan penyalahgunaan 

wewenang dan asas larangan bertindak tidak sewenang-wenang, 

keduanya termasuk bagian dari AAUPPL. 

Menurut Indroharto, walaupun AAUPPL tidak dicantumkan secara 

tegas dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 di atas, 

namun Hakim Administrasi dapat menguji atau menilai apakah Keputusan 

Administrasi Negara (beschikking) yang disengketakan itu bersifat 

melawan hukum atau tidak. 

                                                
19

  Ibid, hal. 84-85. 
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Lebih lanjut, Indroharto memerinci dasar-dasar pertimbangan untuk 

menguji Keputusan Administrasi Negara yang dapat digugat, ke dalam 

empat ukuran : 

1) Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
2) Melanggar larangan detournement de pouvoir. 
3) Menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan willekeur). 
4) Bertentangan dengan AAUPPL. 

 
Dengan demikian, penerapan AAUPPL merupakan salah satu 

syarat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa 

(clean and stable government).20 

4. Kewenangan Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara RI. 

a.   Pengertian 

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata 

negara dan hukum administrasi negara. Ada banyak istilah dan definisi 

dari kewenangan yang dikemukakan oleh pakar, diantaranya menurut P. 

Nicolai bahwa: 

“Kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum 
tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk 
menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan 
lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau 
tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk 
melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat 
keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu”. 
 

Menurut Bagir Manan bahwa: 

“Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan 
(macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau 
tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus bererti hak dan 

                                                
20 Jazim Hamidi, Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang 

Layak (AAUPL) di Lingkugan Peradilan Administrasi Negara : Upaya Menuju “Clean 
And Stable Goverment”, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999, hlm. 34-35.  
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kewajiban (rechten en plichten). Dalam kaitan dengan otonomi 
daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur 
sendiri (zelfregelen) dan mengelola sendiri (zelfbesturen), sedangkan 
kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk 
menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal 
berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib 
ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan”.21 
 

 Adanya kewenangan menjadi dasar dalam menjalankan kekuasaan 

terlebih lagi dalam negara hukum. Kekuasaan yang dijalankan tanpa 

kewenangan yang sah secara hukum tentunya merupakan suatu hal yang 

bertentangan dengan prinsip negara hukum. Untuk itu penting artinta 

untuk mengetahui darimana sumber dari kewenangan tersebut. 

b. Sumber-sumber Kewenangan 

Menurut Ridwan HR. bahwa “seiring dengan pilar utama negara 

hukum, yaitu asas legalitas maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa 

wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, 

artinya sumber wewenang bagi pemerintahan adalah peraturan 

perundang-undangan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari 

peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu 

atribusi, delegasi dan mandat”.22 

Legislator yang berkompeten untuk memberikan atribusi wewenang 

pemerintahan itu dibedakan antara lain: 

a. Yang berkedudukan sebagai original legislator; di negara kita di 

tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR 

bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-

                                                
21

 Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
hlm. 101-  102 

22
 Ibid, hal. 103-104 
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undang, dan tingkat daerah adalah DPRD dan pemda yang 

melahirkan Peraturan Daerah; 

b. Yang bertindak sebagai delegated legislator; seperti presiden yang 

berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan 

peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang 

pemerintah kepada badan atau jabatan Tata Usaha Negara tertentu. 

Pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada 

oleh badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh 

wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan Tata 

Usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu di dahului oleh adanya 

suatu atribusi wewenang.23 

Algra menyatakan sumber kewenangan berdasarkan Attributie 

(atribusi), Delegatie (Delegasi), dan Mandat.24 

Mengenai atribusi, delegasi dan mandat ini, H.D. van Wijk/Willem 

Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut: 

a. Atribute: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wet aan 
een bestuursorgaan, (atribusi adalah pemberian wewenang 
pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ 
pemerintahan); 

b. Deligatie: overdracht van een bevegheid van ene bestuursorgaan aan 
een ander, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari 
satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya); 

c. Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem 
uitoefenen door een ander, (mandat terjadi ketika organ pemerintah 

                                                
23  Ibid, hal. 104-105 
24

 Pipin Syarifin dan Jubaedah, 2005. Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Bani 
Quraisy,   Bandung, hlm. 40. 
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mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas 
namanya).25 

 
Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi 

terdapat syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Delegasi harus definitif dan pemberiaan delegasi tidak lagi 

menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu; 

2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada 

ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan; 

3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki 

kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi; 

4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans 

berwenang untuk penjelasan tentang pelaksanaan wewenang 

tersebut; 

5. Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan 

instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut. 

Dalam kaitan dengan hukum administrasi negara, mengetahui 

sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting, 

karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam 

penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam 

negara hukum, (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban). Di 

                                                
25

 Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
hlm. 101-  104 
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dalam setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan 

tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan. 

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, tampak bahwa 

wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari 

peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan 

memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu 

dalam suatu peraturan perundang-undangan.26 

Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan 

wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan 

tanggungjawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang 

diatribusikan sepenuhnya berada pada penerimaan wewenang 

(atributaris). Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, namun 

hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat 

yang lainnya. Tanggungjawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi 

delegasi (delegans), tetapi beralih pada penerimaan delegasi 

(delegataris). 

Sementara itu, pada mandat, penerima mandat (mandataris) hanya 

bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans), 

tanggungjawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada 

pada mandans. Hal ini karena pada dasarnya, penerima mandat ini bukan 

pihak lain dari pemberi mandat.  

 

                                                
26

  Ibid, hal. 108 
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c.  Kewenangan Pemberhentian Anggota Kepolisian 

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 

2003 dinyatakan bahwa kewenangan memberhentikan anggota kepolisian 

negara Republik Indonesia dilakukan oleh: 

a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi 

(Kombes Pol) atau pangkat yang lebih tinggi; 

b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun 

Komisaris Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah. 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mendelegasikan 

kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Daerah dalam hal 

Pemberhentian Tidak Hormat dari Polri untuk pangkat Ajun Inspektur 

Polisi Satu (Aiptu) kebawah di kewilayahan, sebagaimana diatur dalam 

point 4 angka 2 Tataran Kewenangan huruf b. Lampiran Surat Keputusan 

No.Pol.: Skep/993/XII/2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran 

Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 
B.  ANALISIS PERMASALAHAN 

1. Gambaran Umum Kepolisian Resor Bone  

Kepolisian Resor Bone (Polres Bone) sebagai salah satu lokasi 

penelitian penulis yang terletak pada jalan M.T Haryono, Poros Bajoe di 

Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 

4.559 km2 dan terletak 174 km ke arah timur kota Makassar. 
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Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah yang berada di pesisir 

Timur Sulawesi Selatan yang secara administratif terdiri dari 27 

kecamatan. Dengan perbatasan Kabupaten Bone sebagai berikut : 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo, Soppeng 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Gowa 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep, 

Barru 

Wilayah hukum Kabupaten Bone memiliki 1 Kantor Kepolisian 

Resor (Polres), 24 Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) dan 2 Pos Kepolisian 

(Pospol) sebagai berikut : 

1. Polsek Ajang Ale 

2. Polsek Dua Boccoe 

3. Polsek Cenrana 

4. Polsek Tanete Siattinge 

5. Polsek Awangpone 

6. Polsek Palakka 

7. Polsek Tanete Riattang 

8. Polsek Barebbo 

9. Polsek Sibulue 

10.  Polsek Cina 

11. Polsek Mare 

12. Polsek Tonra 
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13. Polsek Salomekko 

14. Polsek Kajuara 

15. Polsek Kahu 

16. Polsek Bontocani 

17. Polsek Ulaweng 

18. Polsek Lapri 

19. Polsek Lamuru 

20. Polsek Libureng 

21. Polsek Ponre 

22. Polsek Persiapa Pelabuhan 

23. Polsek Persiapan Patimpeng 

24. Polsek Persiapan Amali 

25. Pospol Tanete Riattang Timur 

26. Poslpol Tanete Riattang Barat 

Saat ini Kepolisian Resor Bone dipimpin oleh  AKBP. Drs. Zarialdi, 

SH.,N dan Wakil Kepala Polres Bone yakni Kompol. Haeruddin, SH.27 

2. Proses Penanganan Pelanggaran Kode Etik Polri di Kepolisan 
Resor Bone 
 
Telah terjadi pelanggaran Kode Etik Polri, yaitu terbukti bersalah 

melakukan perbuatan tindak pidana yaitu pencurian pemberatan dalam 

hal ini adalah pencurian kabel di Tana Toraja yang dilakukan oleh anggota 

Polri atas nama Bintara Brigadir SYAM ARIF SUNARDI jabatan Ba Taud 

                                                
27 Briptu Yusran, Wawancara, Polres Bone, Sulsel, 24 Maret 2010 
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Polres Bone, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari 

Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 13 September 2007, dengan 

Nomor Perkara 63/Pid.B/2007/PN/MKL.28 Sebagaimana diatur dalam 

Pasal 15 Peraturan Kapolri No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik 

Profesi Polri serta Pasal 12 ayat 1 huruf (a) dan ayat 2 Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Komisi Kode Etik Polri (Komisi) bertugas menyelenggarakan sidang 

untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan pelanggaran 

pada Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2003 serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 

tentang Peraturan Disiplin Angota Polri.   

Anggota Polri yang diputuskan pidana penjara minimal 3 (tiga) 

bulan telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh 

anggota sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap 

dipertahankan sebagai anggota Polri, hal ini berdasarkan Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 238 K/PID/2008 tanggal 2 

April 2008 dalam hal tingkat kasasi (Pasal 15 Peraturan Kapolri No. Pol. 7 

Tahun 2006).  

Untuk proses penanganan dan pemeriksaan pelanggaran Kode 

Etik Profesi Polri di Indonesia sesuai dengan Peraturan Kapolri No.Pol. : 8 

Tahun 2006 dimulai dengan penerimaan laporan atau pengaduan 

                                                
28

 Briptu Usman, Wawancara, Polres Bone, Sulsel, 23 Maret 2010 
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dilaksanakan oleh pengemban fungsi Propam, selanjutnya melakukan 

pemeriksaan pendahuluan atas laporan dimaksud. Apabila diperoleh 

dugaan kuat termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik Profesi 

Polri, maka berkas perkara dikirim serta mengusulkan kepada Pejabat 

untuk membentuk Komisi.29 

Pembentukan Komisi tertera pada Pasal 2 ayat 2 huruf (d) 

Peraturan Kapolri No.Pol. 8 Tahun 2006 bahwa pelanggaran Kode Etik 

Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri pada tingkat kewilayahan, 

Kapolri melimpahkan wewenang kepada Kapolda, Kapolwil/tabes, 

Kapoltabes, Kapolres/tro/ta, untuk membentuk Komisi guna memeriksa 

Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Perwira Menengah Polri, 

Perwira Pertama Polri, Bintara, dan Tamtama Polri di kesatuannya. 

Berdasarkan adanya penetapan di atas, Kapolres Bone sebagai 

atasan mengeluarkan surat Keputusan No.Pol. Skep/02/X/2008 tanggal 

17 Oktober 2008 tentang Pembentukan Sidang Komisi Kode Etik Profesi 

Polri. Pada tanggal 22 Oktober 2008 jam 10:30 WITA sidang Komisi Kode 

Etik Polri diselenggarakan bertempat di aula Polres Bone.30 

Susunan keanggotaan Komisi yang menyelenggarakan sidang 

Kode Etik tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No.Pol. : 

8 Tahun 2006, yakni : 

 

 

                                                
29

 Briptu Abd. Latif, SH, Wawancara, Polres Bone, Sulsel, 24 Maret 2010. 
30

 Bripka Samsul S.pdI, Wawancara, Polres Bone, Sulsel, 24 Maret 2010. 
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a. 1 (satu) orang Ketua    : Wakapolres Bone. 
b. 1 (satu) orang Wakil Ketua  : Kabag Min. 
c. 1 (satu) orang Sekertaris  : Kanit P3D. 
d. 2 (dua) orang anggota   : Perwira Polri. 
e. 1 (satu) orang anggota cadangan  : Perwira Polri. 
 
Adapun denah ruangan sidang Komisi Kode Etik Polri, 

sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5), sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan : 
 

 1 = Ketua Komisi                      6a = Terperiksa pada waKtu 
 2 = Wakil Ketua Komisi                   Pemeriksaan Saksi 
 3 = Sekertaris Komisi   7  = Pendamping   
 4 = Anggota Komisi            8  = Bendera Merah Putih  
 5 = Pembantu Sekertaris   9  = Foto Presiden dan Wakil Presiden 
 6 = Terperiksa           10  = Perwira yang ditunjuk  
                         11  = Pengunjung Sidang 
                    12  = Anggota Cadangan 
 

Dari hasil sidang Komisi Kode Etik Polri tersebut, maka Komisi 

memuat putusan sidang Komisi Nomor Kep/02/X/2008/KKEP tanggal 22 

Oktober 2008 yang menunjukkan bahwa benar Syam Arif Sunardi telah 

disidang dan terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri 
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sebagaimana diatur Pasal 15 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 serta 

Pasal 12 ayat 1 huruf (a) dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2003 serta dijatuhi sanksi berupa dinyatakan tidak layak lagi untuk 

dipertahankan menjalankan profesi kepolisian. 

Putusan sanksi administratif berupa rekomendasi untuk dapat atau 

tidaknya Diberhentikan Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat (PDH 

atau PTDH) diajukan oleh Komisi kepada Kepala Kesatuan Terperiksa 

paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan dsidang dibacakan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (8) Peraturan Kapolri No.Pol. 8 

Tahun 2006. 

Selanjutnya Kepala Resor Bone menindaklanjuti hasil Sidang 

Komisi Kode Etik tersebut dengan mengusulkan yang bersangkutan untuk 

diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri kepada Kapolda 

Sulawesi Selatan dengan Surat No.Pol. : R/151/XI/2008 tertanggal 15 

Nopember 2008.31 

3. Kedudukan Hukum dan Pelaksanaan Keputusan Kapolda 
Sulawesi Selatan tentang Pemberhentian Tidak Dengan 
Hormat dari Dinas Anggota Polri di Kabupaten Bone  

 
Dalam pelaksanaan suatu keputusan atau ketetapan haruslah 

senantiasa sejalan dengan prosedur atau aturan materiil terhadap 

pelaksanaan keputusan tersebut, hal ini sebagai perwujudan dari asas 

legalitas dimana setiap tindakan suatu badan atau pimpinan suatu 

lembaga haruslah didasarkan pada setiap peraturan perundang-undangan 
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atau aturan yang terkait, dimana dalam konkritnya harus melalui ataupun 

berdasarkan pada prosedur atau tata cara pelaksanaan ketentuan itu 

sendiri. 

Hal tersebut semata-mata bertujuan menegakkan setiap peraturan 

yang berlaku dan sekaligus mencegah terjadinya tindakan sewenang-

wenang dari setiap lembaga dan pimpinan suatu lembaga atau organ. 

Dalam pelaksanaan kewenangan atau tindakan setiap organ terkadang 

dapat menimbulkan benturan hak dan kewajiban serta kepentingan, 

karena dengan adanya kewenangan bukan berarti memberi ruang untuk 

bertindak sewenang-wenang, melainkan sikap dan tindakan haruslah 

dipertanggungjawabkan. 

Pembuatan dan penertiban suatu ketetapan harus didasarkan pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku atau harus didasarkan pada 

wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Karena 

pada dasarnya dalam setiap tindakan hukum membawa akibat hukum 

pada hubungan hukum atau keadaan hukum yang ada.  

 Dalam kasus pemberhentian Syam Arif Sunardi sebagai anggota 

Polri yang dilakukan oleh Kapolres Bone harus didasarkan pula adanya 

hasil Keputusan Komisi Kode Etik Profesi yang diselenggarakan di Polres 

Bone serta adanya persetujuan pemberhentian yang ditandatangani dari 

Kapolda Sulawesi Selatan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan 
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Kapolri No.Pol. : Skep/993/XII/2004 tentang Pedoman Administrasi 

Pengakhiran Dinas Polri.32 

Kapolri dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala 

Kepolisian Daerah dalam hal Pemberhentian Tidak Hormat dari Polri 

untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) kebawah di kewilayahan, 

sebagaimana diatur dalam point 4 angka 2 Tataran Kewenangan huruf b. 

Lampiran Surat Keputusan No.Pol.: Skep/993/XII/2004. 

 Surat Keputusan No.Pol. : Skep/60/II/2009 tentang Pemberhentian 

Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Syam Arif Sunardi Nrp 

75100287 jabatan Bintara Taud Polres Bone yang ditandatangani oleh 

Kapolda Sulawesi Selatan tertanggal 03 Februari 2009, merupakan 

pemberhentian yang didasarkan pada adanya pelanggaran peraturan 

Kode Etik Profesi Polri sebagai reaksi kewenangan penegakan dan 

merupakan bentuk pelaksanaan keputusan Kapolda meskipun keputusan 

tersebut menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara. 

Kapolda Sulawesi Selatan dalam sengketa Tata Usaha Negara 

yang posisinya sebagai pihak tergugat terhadap pelaksanaan Surat 

Keputusan No.Pol. : Skep/60/II/2009 tentang Pemberhentian Tidak 

Dengan Hormat dari Dinas Polri, oleh penggugat (Syam Arif Sunardi) 

karena menilai keputusan bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang 

baik. 
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